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NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 110

Mengingat :

ayat (1) huruf e Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan  Retribusi
Daerah, maka Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum
merupakan jenis Retribusi Daerah;

. bahwa untuk memungut Retribusi

sebagaimana dimaksud huruf a
di atas, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-UndangNomor 29 Tahun
1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Tingkat 11 di
Sulawesi (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 38);



N

Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daecrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indcnesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tehun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2065 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 4737j;

Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tanun 2010 tentang Tata Cara
Pembcrian dan Pemaniaatan
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Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Gowa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gowa Tahun
2008 Nomcer 3).

DenganPersetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
XABUPATEN GOWA

dan
BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

Meietapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa,



10.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa;

Dewann  Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;

Bupati adalah Bupati Gowa;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Gowa;

Peraturan Daerah adalah Peraiuran Perundang-
undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten
Gowa dengan persctujuan bersama Bupati Gowa;
Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gowa;
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Retribusi adalahh pungntan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus  disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang Pribadi atau Badan,;

Badan adalah sekumpulan orang dan /atau
modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukun
usaha yang melipuii Perseroan Terbaias,
Perseroan Komanditer, Persercan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara {BUMN), atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dengan nama <an dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Kcperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau
Organisasi lainya, Lembaga dan bentuk Badan
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lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan
bentuk Usaha Tetap;

Junn adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa
vsnhn dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fusilitng, atau kemanfaatan lainya yang dapat
dintlkmati oleh orang pribadi atau badan;

Jasn Umum adalah jasa yang disediakan atan
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikkmati oleh orang pribadi atau badan,

~Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut Peraturan Perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong vetribusi tertentu;

Muasn Retnbusi adalah suvatu  jangka waktu
tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribuat untuk  memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang
hersanpkuian,

Hural Setoran Retribuei Daerais, yang selanjuinya
disingkat SSRD adalah bukti pemmbayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
mengeunakan  formulir atau telah dilakukan
denpgan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk cleh Bupati;

L Pemunpgutan adalah suatu rangkaian kegiatan
mulal dari penghimpunan data objek dan subiek
Retribusi , penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan reiribusi
kepoda  wajib  reuwibusi serta pengawasan
penyetorannya;

Huarat - Ketetapan  Retribusi Daeran, yang
selanjutnyas disingkat SKRD adalah surat
lketetapan retribusi yang terutang;



18.

19,

20.

21,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar
yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi
vang terutang seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar
vemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk
tuman lain dalam rangka melaksanakan
xetentuan Peraturan Perundang -undangan
retribusi dzerah;

Penvidikan tindak pidana dibidang retrebusi
daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daeraii yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB 11
NAMA, OBJEE, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Derigan Nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum dipungut retribusi atas jasa Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum.



Pasal 3
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi
jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintahk Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum adalah orang Pribadi atau Badan yang
memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum adalah orang Pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan  perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &
Tingkat penggunaan jasa dihitung  berdasarkan

frekuensi penggunaan tempat parkir, jangka waktu
dan jenis kendaraan yang diparkir.




BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya
tarit  retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas
pengendalian atas pelayanan tersebut.

() Biaya  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya operasi dan pemeliharaan. biaya
bunga, dan biaya modal.

() Dalam  hal penetapan tarif Pelavanan Parkir di
Tepl Jaian Unmam  sepenuhnya memperhatikan
binya  penyediaan jasa, penetapan tarif hanya
untuk menutup sebagian maya.

BAB VI
ATRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Auktur dan besarnya  tarif Retribusi Pelayanan
Farlie i Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai
ot

W Kendaraan Roda 4 Rp. 2.000,-
b Kendaraan Roda 2 Rp. 1.0060,-

Pasal 9
(1l Tanl Rewibust Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Uinum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
nedendl




(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

EAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum adalah di Kabupaten Gowa.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasel 11
Masa Petribusi Pelavanan Farkir di Tepi Jalan Umum

adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.

Pasal 12

Saat lerutangnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalen Umum adalah pada saat diterbitkannya SKRD
atau dokumen lain vang dipersamakan.

BAE IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
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(2)
(1)

(1)

(1

(h

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
ntau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis,
kupon, dan kartu langganan.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 14

Pemanfaatan dari  penerimaan Retribusi
dintamakan untuk mendanai kegiatan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
Pelayanan Packir di Tepi Jalan Umum.

Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
untuk menutupi biaya administrasi, biaya
penyediaan Marka dan Rambu Parkir, biaya
(runsportasi dalain rangka pengawasan dap
penpendahian,

BAB X1
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 15

Innlansi  yang melaksanakan  pemungutan
Ketribusi  dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja.

Pemborian insentif sebagaimana dimaksud pada
ayul (1) ditetapkan melaiui Anggaran Pendapatan
tan Melpnja Daerab Kabupaten Gowa.

It carn pemberian dan pemanfeatan Insentif
sehngmimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
denpgan Peraturan  Bupati  sesuai  dengan
Peinturan Perundang undangan.
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BAB XII
KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan
keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar |
kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak atan kekuasaan |
Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban
membayar Retribusi dan pelaksanaan Pcnagihan
Retribusil.

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima
narus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi
Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan
harus diberi keputusan oleh Bupati.
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[ bpummm Bupati atas keberatan dapat berupa
: il seluruhnya,atau  sebagian, menolak,
\i menambah  besarnya Retribusi  yang
_eratang,

" Aﬂlbllﬂ jnnpgka waktu sebagaimana dimaksud
i naynt (1) telah lewat dan Bupati tidak

" beri  suatu  keputusan, keberatan yang
ulan tersebut dianggap dikabulkan.

1

. Pasal 18

1) Jikn pengajuan keberatan dikabulkan sebagian
\ seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
mbalikan dengan ditembah imbalan bunga
thlur 2% ( dua persen ) setiap bulan untuk
~ pling lamn 12 (dua belas) bulan;

" rll Iurun bunga sebagaimana dimaksud pada
{ (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
nunn Jditerbitkannya SKRDLB.

SAB XIII
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pas=1 19

Atun kelepithan  pembayaran  Retribusi, Wajib
Melribunl dapat  mengajukan  permohonan
npembalian kepada Bupati.

pet! dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
ik, sejak diterimanya perinohonan
sembalinn kelebihan pembayaran Retribusi
lmnne  dimaksud pada ayat (1), harus
e rtloan keputusan,

A Nh janpka waktu sebagaimana dimaksud
il myat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak
Wbl suatu keputusan, permohonan
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pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang
Retribusi  lainnya. kelebihan  pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang Retiibusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu lama 2 (dua) bulan sejak I
diterbitkannya SKRDLB. |

(6) Apabila pengembalian keiebihan pembayaran
Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupatl.

Fasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi diajukan secara tertulis
kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan:
a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permchonan pengembaiian kelebinan
pembayaran  retribusi disampaikan  secara
langsung atau melalui pos tercatat;
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(1) Hultl penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti
pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat
permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

(1) Pengembalian  kelebihan retribusi  dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Retribusi.
() A{mhlln kelebihan ~ pembayaran  retribusi
diperhitungkan dengan utang retribusi lainya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan
dun bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai
Buletl pembayaran.

BAB X1V

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
ANUNURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 22
{1 Bupati menentukan  tanggal jatuh  tempo
pembayaran  dan penyetoran  Retribusi  yang
intang paling lama 1 {satu ) bulan setelah saat
Liutangnya retribusi.
m Mgt atns permohonan Wajib Retribusi setelah
~ winenuhi persyaratan yang ditentukan dapat
wiemberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi
uilule mengangsur atau menunda pembayaran
Hetribunl dengan dikenakan bungs sebesar 2 %
(i persen) setiap bulan.
dayaratan untuk dapat mengangsur dan
~ penindann pembayaran sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23

(1) Pembayaian Retribusi diiakukan di Kas Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk oieh Bupati sesual
waktu yang ditentukan.

(2) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secari
lunas/tunai.

(3) Apabila  pembayaran Retribusi  dilakukan
ditempai lain yang ditunjux, hasil penerimaan
Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam wakiu yany
ditentukan oleh Bupatl.

(4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSRD.

BAB XVI
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 24

Bupati dapat menerbitkan STRD jika:

a. reiribusi tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SKRD terdapat Kekurangan
pemhayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau
salah hitung;

c. Wajih Retribusi dikenakan sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda;

d. tata cara penagihan retribusi diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
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BAB XVIii
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25

, untuk  meiakukan penagihan Retribusi
Wi kedaluwarsa setelah melampaui  waktu
A (lgn) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Hetiihusl, kecuaii jika Wajib Retribusi melakukan
luk pidana dibidang Retribusi.

uwarsa  penagihan Retribusi sebagaimana
nilinud pada ayat (1) tertangguh jika:

W diterbitkan Surat Teguran; atau

1 widn pengakuan utang retribusi dari Wajib
Motribusi,baik  langsung maupun tidak
lnngaung,

{4 Lidam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
ilmnkmcl pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
W dhan dihitung sejak tanggal diteritranya
g il Teguran tersebut.

) Pengnkuan  utang  Retribusi secara langsung
bagnimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilah Wajib  Retribusi dengan kesadarannya
wiiyntnkan masih mempunyai utang Retribusi
belum  melunasinya kepada Pemerintah

Sugakeuan utang Retribusi secara tidak langsung
dlgnimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
upml  diketnhui dari pengaiuan permohonan
| ;’F it ateu  penundaan pemibayaran dan
whonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
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BAB XVIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA
Fasal 26

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi
karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan
Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 27
(1) Keringanan dan pengurangan retribusi teruiaug
diberikan berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Retribusi.

(2) Pembebasan Retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga diberikan kepada
Wajib Retribusi dengan melihat fungsi Objek
Retribusi.

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan,
pcmbebasan dan/atau sanksinya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dau ayat (2} diatur
dengan Peraturan Bupati.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak
membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan ditagihk dengan
menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat
Teguran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk  melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah scbagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat
oleh peiabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Wewenang penyidik sebagaimena dimaksud pada
ayat (1) adalan :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau Japcoran berkenaan
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dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

. meneliti, mencari dan  mengumpulkan

keterangan mengenai orang Pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan  sehubungan  tindak  pidana
Retribusi Daerah tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukti orang
pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

meminta bantuan tenage ahli dalam rangka
nelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang Retribuisi Daerah;

menyuruh  berhenti, dan/atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atan tempat
pada saat pemeriksaan scdang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, dan
atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan
tindak pidana dibidang RetribusiDaerah;
meinanggil orang untuk didengar
keterangannya dan = diperiksa  sebagai
tersangka atau saksi,

menghentikan penyidikan; dan/atau
melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana
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di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannyva kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesual dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasa! 30

Wajib  Retribusi yang tidak  melaksanakan
kewajibaniiva sehingga merugikan Keuangan Daerah
diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau pidana dends palbig banyak 3 (tiga) kali jumnlah
Retribusi terutang yang tidak 2iau kurang bayar.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Paszl31

Hal-hal vang belum diatur dalam Feraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai peisksanaannya axan diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa.

Ditetapkan di Sur%gguminasa
0 Janwri 2012

ng&_Lagg‘gm y [ Fo il b -t sl

= — ’ .'- /
| S

HSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 10 Jonweri 2012
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